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1. Latar Belakang

Sejak tahun 2002, Kementerian Lingkungan Hidup telah menjadi satu-satunya lembaga
pemerintah yang memperoleh mandat untuk mengelola lingkungan hidup di seluruh wilayah
Indonesia, termasuk dalam mengatasi dampak pembangunan terhadap kelestarian lingkungan.
Sebelumnya, pengelolaan dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan merupakan
tanggungjawab dan kewenangan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL).
Namun seiring dengan dileburnya BAPEDAL ke dalam Kementerian Lingkungan Hidup,
tanggungjawab dan kewenangan juga diserahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup.
Mengingat bahwa Kementerian Lingkungan Hidup tidak memiliki jaringan kerja di daerah
seperti halnya BAPEDAL dahulu, maka pelaksanaan tugas pokok pengelolaan lingkungan di
daerah menghadap1 hambatan baik secara struktural maupun fungsional. Terlebih lagi dalam
era otonomi daerah saat ini yang mana persoalan pembangunan, termasuk pérsoalan
lingkungan hidup, cenderung semakin meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya.

Mencermati semakin meningkatnya kualitas dan kuantitas permasalahan lingkungan hidup di
berbagai daerah, salah satu upaya yang perlu selalu dikedepankan adalah mempersiapkan
sumberdaya manusia (SDM) di daerah yang handal dan berkualitas agar dapat mengatasi
berbagai persoalan yang timbul. Hal ini disebabkan karena persoalan lingkungan hidup pada
dasarnya merupakan suatu gejala yang sistemik, kompleks, dan dinamik sehingga akan selalu
mempengaruhi keseimbangan kehidupan ekonomi, sosial budaya, serta peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan SDM di daerah untuk
mengoptimalkan kegiatan pelestarian alam, pengendalian pencemaran dan kerusakan
lingkungan merupakan basis bagi memperkuat dukungan bagi keberhasilan penerapan
prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

2. Peran dan Fungsi Institusi Pengelola Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 ayat 2
menyatakan bahwa kegiatan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam
pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan
pengembangan lingkungan hidup. Sementara itu, rumusan yang dinyatakan dalam “Pedoman
Pelaksanaan Kajian Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan LH di Daerah” yang disusun atas
kerjasama BAPEDAL dan SEAMEO BIOTROP pada tahun 2001 telah mengidentifikasi
adanya 10 (sepuluh) tugas pokok yang dapat dijalankan oleh setiap institusi pengelolaan
lingkungan hidup yaitu (1) perencanaan, (2) perijinan dan pengawasan, (3) standarisasi (4)
pember1 bantuan teknis, (5) penyedia informasi, (6) penyuluhan, (7) fasilitasi sengketa, (8)
penyidikkan, (9) pengendalian pencemaran/kerusakan, (10) konservasi.

Selain telah mengidentifikasi tugas pokok institusi, SEAMEO BIOTROP juga telah
mengidentifikasi adanya 3 (tiga) tipologi fungsi atau peran lembaga pemerintah dalam

' Makalah yang disampaikan pada “Lokakarya Sumberdaya Manusia Pengelola Lingkungan Hidup” pada tanggal
22 Desember 2004 di Kementerian Negara Lingkungan Hidup.
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